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ABSTRAK

Nurul Zashkia (B011171391), Penerapan Prinsip Non Retroaktif Pada
Hukum Formil Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan 069/PUU-11/2004 di
Berbagai Putusan Praperadilan) (Dibawah bimbingan Marwati Riza,
sebagai pembimbing | dan Romi Librayanto sebagai pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 28I
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak untuk dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut atau disebut prinsip non retroaktif dalam asas
legalitas di berbagai putusan praperadilan dan bagaimana akibat hukum
dari putusan praperadilan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-XI11/2014 dan 069/PUU-11/2004.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Putusan
Mahkamah Konstitusi, dan putusan praperadilan); bahan hukum sekunder
(buku, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya); bahan hukum tersier
(kamus dan hasil wawancara), dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan metode deduksi logis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan penerapan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 di berbagai
putusan praperadilan akibat perbedaan tafsir tentang penerapan prinsip
non retroaktif sedangkan tafsir yang tepat dan benar adalah yang sesuai
dengan tafsir konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
069/PUU-11/2004 dan akibat hukum dari putusan praperadilan yang tidak
sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014
dan 069/PUU-II/2004 vyaitu tercederainya hak pemohon, putusan
praperadilan menjadi tidak sah menurut hukum, dan terjadi
ketidaksesuaian penegakan hukum dengan sistem/tatanan hukum yang
berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Prinsip Non Retroaktif, Hukum Formil, Hak Asasi
Manusia.
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ABSTRACT

Nurul Zashkia (B011171391), Application of Non-Retroactive
Principles on Formil Law in The Fulfillment of Human Rights (Study of
Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XI1/2014 dan 069/PUU-
[1/2004 in Various Pretrial Verdicts). (Under the guidance of Marwati
Riza as Counselor | and Romi Librayanto as Counselor II).

This study aims to find out how the application of Article 28I paragraph (1)
of the State Constitution of Republic of Indonesia 1945 concerning the right
to be prosecuted on the basis of retroactive law or so-called non-
retroactive principles in the principle of legality in various pretrial rulings
and how the legal consequences of pretrial rulings are contrary to the
Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XI1/2014 and 069/PUU-I1/2004.

This research is normative research, using a statute approach, case
approach, and a conceptual approach. Primary legal materials (statutory
regulations, Constitutional Court Decision, and pretrial verdict); secondary
legal materials (books, journals, papers, and other scientific works); and
tertiary legal materials (dictionaries and interview results) were qualitatively
analyzed using logical deduction method.

The results of this study show that there are differences in the application
of Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 in various pretrial
rulings due to differences in interpretation of the application of non-
retroactive principles while the correct interpretation is in accordance with
the constitutional interpretation in the Constitutional Court Decision No.
069/PUU-II/2 2004 and the legal consequences of pretrial decisions that
are not in line with the Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XI1/2014
and 069/PUU-II/2004 i.e. the injury of the applicant's rights, the pretrial
decision becomes invalid according to the law, and the breakdown of
Indonesian legal system.

viii



KATA PENGANTAR

Dengan ketundukan penuh keikhlasan, penulis mengucapkan
alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang
Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan
karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Penulis senantiasa
diberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Penerapan Prinsip
Non Retroaktif Pada Hukum Formil Dalam Pemenuhan Hak Asasi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah
negara hukum yang mana menurut Albert Venn Dincey dalam bukunya
Introduction To The Study Of The Law Of Constitution menjelaskan
adanya 3 unsur penting Rule of Law yaitu Supremacy of Law (supremasi
hukum), Equality Before The Law (persamaan di hadapan hukum), dan
Constitution Based on Human Rights (Konstitusi yang berdasarkan Hak
Asasi Manusia).! Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum
(Rechtsstaat) harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan Hak Asasi
Manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan
berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur) dan
peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Secara expressive
verbis, persamaan teori keduanya tentang unsur-unsur negara hukum

ialah adanya perlindungan/penjaminan Hak Asasi Manusia.?

Konsekuensi dari konsep negara hukum tersebut, maka segala

tindakan-tindakan untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia haruslah

1 Miriam Budiardjo, 1993, Dasar-Dasar lImu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, him. 58.
2 Ibid, him. 57-58.



didasari oleh hukum sehingga menunjukan supremasi hukum.® Oleh
karena itu, dalam penegakan hukum harus selaras dengan tujuan dari
hukum itu sendiri. Adapun Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch,
yakni Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Baginya, ketiga
unsur tujuan hukum tersebut merupakan tujuan hukum secara bersama-
sama, dan tidak boleh dipisahkan secara kasusitis. Kendati demikian
dalam tulisannya, Radbruchpun menyadari bahwa akan adanya
kemugkinan-kemungkinan dimana diantara tujuan-tujuan hukum tersebut
akan saling berbenturan dan menimbulkan ketegangan yang kemudian
menimbulkan dilemma bagi penegak hukum mengenai manakah diantara
tujuan hukum tersebut yang harus diprioritaskan, apakah keadilan,
kepastian, atau kemanfaatan, ataukah ketiga tujuan hukum tersebut dapat
terus saling beriringan dalam penegakan hukum itu sendiri. Tentunya,
yang diharapkan dari penegakkan hukum adalah terwujudnya ketiga tujuan
hukum tersebut. Akan tetapi untuk meminimalisir ketegangan tersebut,
maka Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam tujuan hukum prioritas

pertama ialah Keadilan, lalu Kemanfaatan, dan terakhir adalah Kepastian.*

Adapun hukum formil yang berfungsi sebagai penggerak hukum
materiil, dalam penegakkannya termasuk menjadi hal yang dikhawatirkan
oleh para ahli hukum dan terbukti terjadi saat ini di Indonesia yang

sangatlah mengedepankan aspek kepastian hukum atas dasar asas

3 Fernando M. Manullang, 2016, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Kencana,
Jakarta, him. 166.

4 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Cet.Ke-3, Ghalia Indonesia, Bogor, him. 67-
68.



legalitas  khususnya  prinsip non  retroaktif dan  terkadang
mengesampingkan keberadaan tujuan hukum lainnya yaitu keadilan dan
kemanfaatan yang justru berujung pada tidak terwujudnya pemenuhan
Hak Asasi Manusia. Padahal ratio legis lahirnya asas legalitas ialah untuk
memberikan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini terbukti jika
kita kembali menilik sejarah lahirnya asas legalitas. Cikal bakal asas
legalitas pada umumnya dimulai pada zaman dimana hukum pidana belum
tertulis yang ditandai adanya Revolusi Prancis dimana rakyat bergejolak
menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.
Pencetus asas legalitas yakni Paul Johan Anslem Von Fauerbach (1775-
1883), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya Lehrbuch
des Penlichen recht pada tahun 1801.%> Ada pula yang berpendapat bahwa
asas legalitas seolah berasal dari ajaran Montesquieu, yang dituangkan
dalam bukunya I’Esprith des Lois, 1748. Ajarannya yang paling terkenal
adalah mengenai pemisahan kekuasaan menjadi tiga jenis (trias politica)
yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak atau kepentingan individu
terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang selaras dengan tujuan
asas legalitas.® Selain keduanya, gagasan tentang asas legalitas juga
berasal dari Jacques Rousseau (1712-1778) dan beberapa sarjana hukum
lainnya dengan substansi teori yang sama yaitu bahwa asas legalitas lahir

untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari kesewenang-wenangan

5 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana,
Erlangga, Jakarta, him. 7.
6 1bid, him. 9.



pemerintah.” Secara umum, pandangan yang demikian juga selaras
dengan pendapat Hans Kelsen bahwa hukum hadir untuk memberikan
penjaminan Hak Asasi Manusia dan pendapat John Locke bahwa Negara
hadir untuk menjamin Hak Asasi Manusia dan hukum sendiri adalah
personifikasi dari sebuah Negara. Oleh karena itu, jika ketentuan-
ketentuan yang berlaku pada hukum formil dalam penegakkannya justru
menghalangi pemenuhan HAM maka ketentuan itu sejatinya bukanlah

hukum.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya
aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta
memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa
memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun
gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan
keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal. Dapat
dikatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kemerdekaan.
Tantangan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang ideal
adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya
supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan keadilan

dan kebenaran. Hal ini juga selaras dengan tujuan bernegara

7 S.R. Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni Ahaem
Petehaem, Jakarta, him. 73.



sebagaimana yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia.?

Berkaitan dengan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut atau disebut prinsip non retroaktif dalam Asas Legalitas
sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 281 ayat 1 UUD NRI 1945 sebagai
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam
penerapannya menimbulkan benturan atau spanning akibat perbedaan
penafsiran yang berujung pada ketidakpastian penegakkan hukum. Secara
garis besar terdapat 2 (dua) pandangan tentang prinsip non retroaktif.
Pertama, prinsip non retroaktif berlaku pada hukum materiil maupun
hukum formil. Kedua, prinsip non retroaktif hanya berlaku untuk hukum
materiil saja dan tidak berlaku untuk hukum formil. Pendapat kedua
dilandasi oleh pemikiran bahwa prinsip non retroaktif hanya terbatas pada
crime, delictum atau perbuatan materiil saja yaitu dalam hal “pemidanaan”
atau kriminalisasi sesuatu yang bukan tindak pidana sebelumnya menjadi
tindak pidana serta pemberatan atau inkriminasi, akan tetapi tidak berlaku
untuk hukum formil sehingga ketentuan hukum formil dapat berlaku surut.®
Dualisme penafsiran terhadap penerapan prinsip non retroaktif dikalangan
para ahli hukum terlihat pada persidangan pengujian Pasal 68 UU No. 30

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pasal 28

8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, IV. 1.3 Mewujudkan
Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum.

2 Andi Irmanputra Sidin, 2007, “Studi Konstitusi Tentang Hak Untuk Tidak Dituntut Atas
Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Menurut Pasal 28| Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, him 367-368.



Huruf | Ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Para ahli yang
terdiri dari Akil Muhtar dan Indriyanto Senoadji berpendapat bahwa prinsip
non retroaktif berlaku tidak hanya pada hukum pidana materiil namun juga
hukum pidana formil. Sedangkan para ahli seperti Komariah Emong
Sapardja dan Romli Atmasasmita berpendapat sebaliknya, bahwa
retroaktif yang dimaksud pada Pasal 28 | UUD NRI 1945 adalah
menyangkut perbuatan feiten, bukan hukum administrasi seperti hukum

acara pidana.®

Untuk lebih membuktikan adanya dualisme penafsiran tentang
prinsip non retroaktif dalam hukum formil pada ranah penegakkan hukum,
penulis akan fokus pada fenomena dualisme penerapan norma dalam
Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang pada intinya berisi tentang
penambahan objek praperadilan. Melalui Putusan MK tersebut, objek
praperadilan yang sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 Butir 10 jo Pasal 77
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal

82 ayat 1 huruf b KUHAP, hanya meliputi :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan;

10 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Mendengarkan Keterangan Ahli
Perkara No. 069/PUU-11/2004 Pengujian Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi Terhadap Pasal 28 Huruf | Ayat (1) Perubahan Kedua Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Selasa, 11 Januari 2005, 10:05 —
12:15 WIB, Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7,
Jakarta Pusat.



b. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi oleh tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan
(Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP)

c. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf

b KUHAP).

Setelah Putusan MK No. 21/PUU-XI1/2014 berlaku maka berubah menjadi,

sebagai berikut :

- Bahwa “Bukti Permulaan”. “Bukti Permulaan Yang Cukup”, dan
“‘Bukti Yang Cukup” adalah Minimal Dua Alat Bukti yang
termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

- Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP dimaknai termasuk penetapan

tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.!

Dalam penelitian ini Penulis akan fokus pada penerapan norma tentang
Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan setelah berlakunya
Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Dualisme penerapan norma tersebut
dapat kita lihat pada perbedaan penafsiran Hakim praperadilan pada
kasus yang hampir sama, antara  Putusan Praperadilan
No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw dengan Pemohon atas nama Tasrim, S.Pd.,
M.Pd. dengan Putusan Praperadilan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

dengan Pemohon Dr. H. llham Arief Sirajuddin, MM.

11 Mkri.id, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020



Pada Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw dengan
Pemohon atas nama Tasrim, S.Pd., M.Pd, objek praperadilannya tentang
kesalahan penetapan tersangka. Dalam poin pertimbangannya, Hakim
menyebutkan bahwa penetapan tersangka Tasrim, S.Pd., M.Pd. adalah
cacat karena Penyidik tidak memiliki 1 (satu)pun alat bukti. Akan tetapi
pada amar putusan, Hakim menolak permohonan pemohon karena
penetapan tersangka pemohon dilakukan sebelum berlakunya Putusan
MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang penambahan penetapan tersangka
sebagai objek praperadilan dan atas dasar prinsip non retroaktif maka
permohonan pemohon ditolak. Sedangkan pada Putusan Praperadilan No.
32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan Pemohon Dr. H. Illham Arief
Sirajuddin, MM., Hakim menerima dan mengabulkan semua permohonan
pemohon bahwa terjadi kesalahan penetapan tersangka pada kasus
tersebut. Padahal penetapan tersangka terhadap Pemohon juga dilakukan
sebelum penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan
dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 seperti halnya Pemohon atas

nama Tasrim, S.Pd., M.Pd.

Pada kasus dalam Putusan Tasrim, S.Pd., M.Pd., setidaknya
menunjukkan landasan berfikir yang kuat terhadap pendapat bahwa
prinsip retroaktif yang dimaksud dalam Pasal 28 | UUD NRI 1945 hanya
berlaku pada hukum materiil dan tidak termasuk hukum formil. Hal ini
disebabkan dalam putusan praperadilan Tasrim, S.Pd., M.Pd., Hakim

menjelaskan bahwa penyidik dalam melakukan penetapan tersangka



Tasrim, S.Pd., M.Pd. tidak didahului dengan melakukan pengumpulan
bukti-bukti 1 (satu)pun atau dengan kata lain tidak didasari oleh 1
(satu)pun alat bukti sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 dan
angka 14 KUHAP. Kendati demikian, karena anggapan Hakim bahwa
prinsip non retroaktif juga berlaku pada hukum formil, Hakim menolak
permohonan sehingga proses hukum tetap berlanjut ke persidangan
meskipun telah cacat. Hal ini tentu tidak lagi sesuai dengan ratio legis
lahirnya asas legalitas sebagaimana Penulis telah paparkan sebelumnya
yaitu untuk melindungi hak individu dari kesewenang-wenangan
pemerintah, yang dalam kasus ini adalah hak Tasrim, S.Pd., M.Pd.
sebagai korban dari Jaksa Penyidik yang sewenang-wenang melakukan
penetapan tersangka terhadapnya. Dari perspektif konstitusionalitas, ini
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin

bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum?”.

Juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa :

“‘Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,



serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*?

Masalah ini tidak hanya terjadi pada dua kasus tersebut, masih
banyak putusan-putusan praperadilan lainnya dengan objek penetapan
tersangka yang saling bertentangan dan sebagaimana penjelasan penulis
sebelumnya. Seluruh masalah tersebut disebabkan oleh perbedaan
penafsiran terhadap prinsip non retroaktif. Akibatnya, terjadi ketidakpastian
dalam penegakkan hukum dan ketidakadilan yang menyebabkan
tercederainya Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar dari semua tujuan

dan fungsi-fungsi hukum itu sendiri.

Melihat fenomena tersebut, ketika didudukkan pada konsep Negara
Hukum sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya dengan
membawa Teori Konsep Negara Hukum Rule of Law dari A.V. Dicey
bahwa salah satu prinsip dasar negara hukum adalah supremasi hukum,
yang berarti bahwa hukum sebagai kekuatan tertinggi, hukum sebagai
patron tingkah laku individu, hukum yang mengatur hubungan relasi antara
hak dan person, dan hukum berada pada garda terdepan untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, vyaitu keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan. Hal ini jika dikaitkan dengan pendapat Roscoe Pound yang
menyatakan bahwa hukum sebagai Tool of Social Engineering yang

memberikan landasan bagi kemungkinan digunakannya hukum secara

12 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal, Jakarta, him. 34.
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sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat. Akan tetapi dengan
meihat kondisi diatas, maka telah memunculkan sebuah hipotesa bahwa
hukum bukan lagi menjadi alat/sarana dalam mengadakan perubahan
masyarakat, melainkan hukum hanya dapat menjadi alat/sarana legitimasi
terhadap hasil perubahan yang terjadi pada masyarakat (tool to legitimacy
the result of social change). Bahkan ironisnya, hukum tidak lagi menjadi

alat penjaminan Hak Asasi Manusia.

Tambah pula, masalah tersebut pun boleh jadi akan berujung pada
terciptanya hukum yang tidak valid yang diemban oleh asas legalitas
khususnya prinsip non retroaktif, mengingat menurut Hans Kelsen bahwa
suatu norma akan kehilangan keabsahannya/validitasnya (Apa yang

norma perintahkan tidak lagi berkedudukan sebagai obligatori), jika :

1. Dalam kenyataannnya norma itu tidak dipatuhi/ditaati/diikuti lagi;
atau

2. Tidak dapat diterapkan secara aktual.'®

Hukum yang kehilangan keabsahannya tentu akan berujung pada “hukum
tersebut tidak memiliki legitimasi yang valid”. Berdasarkan keseluruhan
paparan diatas, sangatlah jelas bahwa perbedaan tafsir prinsip non
retroaktif pada hukum formil bukanlah masalah yang sepele karena

berhubungan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan dan

13 Hans Kelsen, 2013, Hukum dan Logika, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Cet. Ke-
5, Alumni, Bandung, him. 5.
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kepastian, bahkan bertentangan dengan hakikat hukum sebagai alat

pemenuhan Hak Asasi Manusia serta prinsip Negara Hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

dianalisis dalam penelitian ini, antara lain :

1.

2.

Bagaimana penerapan prinsip non retroaktif pada berbagai
putusan praperadilan dalam pemenuhan hak sasi manusia?

Apakah akibat hukum terhadap putusan praperadilan yang tidak
sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
X11/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 069/PUU-

11/20047?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang

dicapai dalam karya ilmiah ini, sebagai berikut :

1.

Mengetahui penerapan prinsip non retroaktif pada berbagai
putusan praperadilan dalam pemenuhan hak sasi manusia.

Mengetahui akibat hukum pada putusan praperadilan yang tidak
sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-
X11/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 069/PUU-

11/2004.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini

terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis,

dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini merupakan upaya untuk memberi masukan kepada
pembentuk kebijakan mengenai tindakan yang seharusnya
dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ketidakadilan
dan ketidakpastian hukum akibat dualisme penerapan prinsip
non retroaktif dalam hukum formil yaitu dengan pembentukan
Peraturan Mahkamah Agung yang berisi tafsir pemberlakuan
prinsip non retroaktif yang tepat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi sehingga dapat mengikat Hakim dan
mewujudkan putusan praperadilan yang koheren.

2. Manfaat Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang
bersifat konstruktif kepada para praktisi hukum yang berperan
dan terlibat dalam penegakan hukum agar menggunakan tafsir
konstitusional Mahkamah  Konstitusi dalam  melakukan

penafsiran mengenai penerapan prinsip non retroakitif.
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E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Prinsip Non
Retroaktif Pada Hukum Formil Dalam Pemenuhan Hak Asasi
Manusia (Studi Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 21/PUU-
XI1/2014 dan 069/PUU-II/2004)” adalah asli yang dilakukan oleh
penulis dengan berdasarkan isu hukum di masyarakat termasuk
yang menimpah orang tua penulis sendiri. Penulis menggunakan
berberapa pendekatan untuk menganalisis isu tersebut.

Adapun penelitian ini berfokus pada masalah penerapan
prinsip non retroaktif pada hukum formil sehingga merupakan
lanjutan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, yang menurut
penulis patut untuk mendapat tempat penting dalam bagian ini, yaitu
hasil penelitian Irman Putra Sidin dalam disertasinya dengan detalil
sebegai berikut :

1. Judul:

Studi Konstitusi Tentang Hak Untuk Tidak Dituntut Atas
Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Menurut Pasal 281 Ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

2. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana eksistensi hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut dalam kaitannya

dengan peristiwva Bom Bali 20027
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2) Bagaimana eksistensi hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut dalam kaitannya
dengan  pelaksanaan  kewenangan  Komisi
Pemberantasan Korupsi?

3) Bagaimana eksistensi hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut dalam kaitannya
dengan Pengadilan HAM Ad Hoc?

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami perbedaan
substansial penelitian Irmanputra Sidin dengan penelitian
penulis. Penelitian Irman Putra Sidin lebih fokus
membahas secara konseptual untuk menghasilkan teori
bahwa prinsip non retroaktif hanya terbatas pada crime,
delictum atau perbuatan materiil saja yaitu dalam hal
‘pemidanaan” atau kriminalisasi sesuatu yang bukan
tindak pidana sebelumnya menjadi tindak pidana serta
pemberatan atau inkriminasi, akan tetapi tidak berlaku
untuk hukum formil sehingga ketentuan hukum formil
dapat berlaku surut. Sedangkan substansi penelitian
penulis fokus menganalisis dari perspektif penerapan
prinsip non retroaktif pada hukum formil dalam
pemenuhan Hak Asasi Manusia dengan melakukan studi

terhadap penerapan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 di
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berbagai putusan praperadilan dengan berdasar pada
teori yang dihasilkan melalui disertasi Irmanputra
sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan

lanjutan dari penelitian Irmanputra tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian dalam penyusunan karya tulis ini adalah
yuridis normatif. Penulis memilih tipe penelitian tersebut karena
sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu penerapan prinsip
non retro aktif pada hukum formil, yakni penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan norma dalam hukum positif, dalam hal ini
norma dalam Putusan MK No. 21/PUU-XI1/2014 di berbagai
putusan praperadilan. Sehingga dapat menjawab permasalahan
mengenai penerapan prinsip non retroaktif pada hukum dalam

pemenuhan HAM.

2. Metode Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat
digunakan beberapa pendekatan yaitu : pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual

approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan
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perbandingan (comparative approach), pendekatan historis
(historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach),
dan pendekatan kasus (case approach). Adapun pendekatan yang

digunakan dalam penilitian ini, sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach),
digunakan untuk melihat berbagai aturan hukum yang
normanya menjadi fokus penelitian, yaitu aturan hukum yang
berkaitan dengan asas legalitas khususnya prinsip non
retroaktif dan yang berkaitan dengan praperadilan. Aturan-
aturan tersebut antara lain : Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Putusan
MK No. 21/PUU-XII/2014, UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

b. Pendekatan konseptual (conseptual approach), berdasar dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
dalam kajian ilmu hukum. Penulis menggunakan pendekatan
ini untuk memahami konsep asas legalitas khususnya prinsip
non retroaktif sehingga tidak lagi memungkinkan dualisme
penafsiran agar terwujud keadilan dan kepastian dalam
hukum formil demi pemenuhan Hak Asasi Manusia di

Indonesia.
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c. Pendekatan Kasus (case approach), dilakukan dengan
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan
dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk
mengetahui penerapan prinsip non retroaktif pada berbagai
putusan praperadilan dengan objek penetapan tersangka
dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagai
implementasi norma dalam Putusan MK No. 21/PUU-

X11/2014.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat
autoratif atau mengikat seperti peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi resmi atau risalah dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan
Hakim. Adapun penulis menggunakan bahan hukum sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014
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5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 069/PUU-11/2004
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-1/2003
7. Putusan Praperadilan No.1/Pid.Prap/2015/PN.Psw

8. Putusan Praperadilan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
yang meliputi buku teks, jurnal, dan pendapat para ahli, yang
relevan dengan pembahasan penelitian ini.

. Bahan Hukum Tersier (bahan non-hukum), yaitu bahan
lainnya yang memberikan petunjuk atau penjelasan
bermakna terhadap bahan hukum primer. Contoh : kamus,
ensiklopedia, indeks kumulatif, hasil wawancara dan

seterusnya.

Berikutnya, sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara

lain :

a. Penelitian Kepustakaan (literature research), yaitu
menelaah berbagai buku kepustakaan, surat kabar, dan
karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan
informasi yang dilakukan dengan wawancara dan diskusi
bersama akademisi dan praktisi hukum serta pihak

pemohon dari putusan praperadilan yang penulis teliti.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer

Cara pengumpulan bahan hukum primer dalam
penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Penulis mencari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan
Asas Legalitas, praperadilan, dan Hak Asasi Manusia.
Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi dan berbagai putusan praperadilan
khususnya putusan dengan objek kesalahan penetapan

tersangka.

b. Bahan Hukum Sekunder
Cara pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan
dengan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan
penelusuran terhadap berbagai sumber literatur seperti buku-
buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain sebagainya yang

berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Cara pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan

dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum
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dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap akademisi, praktisi, dan pihak pemohon
dari putusan praperadilan yang penulis teliti. Hal ini dilakukan
untuk mendapat petunjuk guna memperkuat serta membuat
terang bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian

ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Segala informasi yang diperoleh dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier dianalisis dan diolah ukemudian
disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan penulis. Bahan-bahan
hukum tersebut dianalisis secara logis-deduktif (deduksi
logis) berdasarkan perspektif normatif dan filosofis sehingga
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap
objek yang diteliti secara kualitatif. Selanjutnya, informasi
yang dihasilkan disajikan secara deskriptif sehingga dapat
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian

ini.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum tentang Prinsip Non Retroaktif

a. Ratio Legis Lahirnya Asas Legalitas

Moeljatno, dalam Tijdschrift v. Strafrecht 45, halaman 337,
diutarakan bahwa pada zaman Romawi dikenal crimine extra
ordinaria, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam
undang-undang. Di antara crimine extra ordinaria ini terdapat
crimen stellionatus yang secara letterlijk artinya perbuatan jahat
atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat
pada abad pertengahan, crimine extra ordinaria ini diterima oleh
raja-raja yang berkuasa dan para raja itu cenderung menggunakan
hukum pidana secara sewenang-wenang menurut kehendak dan

kebutuhannya.'#

Pada zaman itu, oleh karena sebagian besar hukum tidak
tertulis, sehingga dengan kekuasaannya yang sangat absolut, raja
dapat menyelenggarakan pengadilan secara sewenang-wenang.
Penduduk tidak mengetahui secara pasti, mana perbuatan yang

dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Proses

14 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 24.
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pengadilan berjalan tidak adil karena hukum ditetapkan menurut

perasaan hukum dari Hakim yang mengadili.t®

Cikal bakal asas legalitas pada umumnya dimulai pada
zaman dimana hukum pidana belum tertulis ditandai adanya
Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas
kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu. Saat
memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak
(absolutisme) oleh raja maka mulailah muncul pemikiran tentang
harus ditentukannya dalam undang-undang terlebih dahulu
perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat terlebih
dahulu dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan
tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya
untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus
dapat diterimanya sebagai konsekuensi akibat perbuatannya. Pada
fase selanjutnya, asas ini berkembang dan berlaku di beberapa
Negara seiring dengan sejarah Negara adikuasa terhadap Negara
jajahannya. Keadaan ini dianulir oleh para filsuf bangsa barat untuk
membuat suatu pemikiran baru dalam dunia  hukum,

ketatanegaraan, dan hak asasi manusia.1®

15 Bambang Poernomo, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,

him. 24.

16 Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press,
Makassar, him. 18.
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Sejarah dunia mencatat bahwa pencetus asas legalitas yakni
Paul Johan Anslem Von Feuerbach (1775-1883), seorang sarjana
hukum pidana Jerman dalam bukunya Lehrbuch des Penlichen
recht pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang
dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat
mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi : “hulla poena sine
lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli”. Ketiga frasa tersebut
kemudian dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium nullum

delictum, “nulla poena sine praevia legi poenalli”.’

Oleh karena asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin,
maka sangatlah mungkin ada yang beranggapan bahwa rumusan
ini berasal dari hukum Romawi kuno. Sesungguhnya, menurut
Moeljatno, baik adagium maupun asas legalitas tidak dikenal dalam
hukum Romawi kuno. Demikian pula menurut Sahetapy, yang
menyatakan bahwa asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin
semata-mata karena bahasa latin merupakan bahasa “dunia

hukum” yang digunakan pada waktu itu.

Ada pula yang berpendapat bahwa asas legalitas sejatinya
berasal dari ajaran Montesquie yang dituangkan dalam bukunya
I’Aspritn des Lois, 1748. Ajarannya yang paling terkenal adalah

mengenai pemisahan kekuasaan menjadi 3 (tiga) jenis (trias

17 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, him. 7.
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politica) yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak atau
kepentingan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
Menurut Montesquieu, dalam pemerintahan yang moderat, Hakim
harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan harus memberikan
hukuman setepat mungkin sesuai ketentuan-ketentuan harfiah
ukum. Hakim harus bertindak berhati-hati untuk menghindari
tuduhan tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah.
Tujuan Montesquieu untuk melindungi undividu terhadap perlakuan
sewenang-wenang pihak peradilan arbiter, yang pada zaman
sebelum Revolusi Prancis menjadi suatu kenyataan yang umum di
Eropa Barat. Beberapa literatur umumnya menjelaskan bahwa
kemunculan konsep asas legalitas dimulai pada zaman dimana
hukum masih belum tertulis, ketika kesewenang-wenangan
penguasa pada masa itu yakni raja atau Hakim semakin membuat
rakyat menderita akibat ketidakadilan. Pada masa itu, hukum yang
berlaku adalah hukum adat atau kebiasaan, sementara kekuasaan
raja bersifat absolut. Ukuran keadilan hanya dinilai secara subjektif
berdasarkan keyakinan pribadi atau tergantung pada subjektifitas
penguasa sehingga  menimbulkan kesewenang-wenangan

pemegang kekuasaan.®

Selain itu, kemunculan konsep asas legalitas juga tercermin

dari Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dengan ajarannya

18 1bid, him. 9.
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tentang “Fiksi Perjanjian Masyarakat” atau yang dikenal dengan
Teori Kontrak Sosial. Melalui tulisannya yang berjudul Du Contract
Social (1762), ia menggambarkan bahwa pemerintah adalah suatu
badan yang terbentuk atas dasar kesepakatan antara warga Negara
dan penguasa dalam hubungannya masing-masing yang
ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang dan menjamin
kemerdekaan masyarakat. Sementara Beccaria di Italia (1764)
menganjurkan pula agar hukum dituangkan secara tertulis agar hak
asasi manusia dapat dijamin dan membuat terang bagi masyarakat

mengenai tindakan-tindakan terlarang dan yang diharuskan.®

Menurut van der Donk dan Hazewinkel Suringa, baik ajaran
Montesquieu maupun Rosseau mempersiapkan penerimaan umum
terhadap asas legalitas, akan tetapi dalam ajaran kedua tokoh
tersebut tidak terdapat rumusan asas legalitas. Maksud dari
pelajaran kedua tokoh tersebut adalah melindungi individu terhadap
tindakan Hakim yang sewenang-wenang, Yyaitu melindungi
kemerdekaan pribadi individu terhadap tuntutan tindakan yang
sewenang-wenang.?® Sementara komentar Hans Kelsen terhadap
prinsip nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege adalah

eskpresi legal positivism dalam hukum pidana.?!

19 S.R. Sianturi, Loc.Cit.

20 E. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas, Bandung, him. 194.

21 Hans Kelsen, 1995, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar lImu Hukum Normatif Sebagai
llImu Hukum Empirik-Deskriptif), Diterjemahkan oleh Somardi, Rimdi Press, Bandung,

him.52.
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Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas,
tidak dapat dinafikan bahwa asas tersebut ditujukan untuk
melindungi kepentingan individu, sebagai ciri utama tujuan hukum
pidana aliran klasik. Secara tegas, seorang juris terkenal dari
Jerman, Franz von Liszt menulis, “the nullum crimen against the
State’s omnipotence; they protect the individual against the brutal
force of the majority, against the Leviathan. Aliran klasik ini lahir
sebagai reaksi terhadap ancient regime yang arbitrair pada abad
ke-18 di Prancis, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum,
ketidaksamaan dalam hukum, dan ketidakadilan, sehingga
menghendaki hukum yang tersusun secara sistematis dan bertitik
berat pada kepastian hukum, semata-mata untuk melindungi

kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Jauh sebelum von Feuerbach, gagasan tersebut sudah
disampaikan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada zaman
Yunani kuno, ketika Kaum Sofis mengatakan bahwa keadilan itu
subjektif, Socrates kemudian menanggapi dengan pemikirannya
bahwa oleh karena keadilan bersifat subjektif, maka harus
disepakati oleh subjek-subjeknya. Adapun Plato (427-347 SM)
menulis buku Politeia dan Nomoi. Dalam buku Politeia melukiskan
model negara yang adil bahwa dalam negara terdapat kelompok-
kelompok dan yang dimaksud dengan keadilan adalah jika tiap-tiap

kelompok berbuat dengan apa yang sesuai dengan tempat dan

27



tugasnya. Sedangkan dalam buku Nomoi, Plato menjelaskan
tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. Menurut Plato, bahwa
peraturan-peraturan yang berlaku tertulis dalam kitab perundang-
undangan karena jika tidak, maka penyelewengan dari hukum yang

adil sulit dihindarkan.?2

Selain itu, konsep jaminan perlindungan hak-hak warga
negara yang tercatat dalam sejarah, juga termaktub dalam Magna
Charta (1215), Bill of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679),
Declaration des droits de 'homme et de citoyens (1789), dan Code
Penal (1791) pun telah memasukan prinsip-prinsip dalam asas
legalitas sebagai bentuk penjaminan Hak Asasi Manusia. Gagasan
tentang perlunya jaminan perlindungan hak-hak warga Negara
Inggris dengan cara membatasi kekuasaan raja (termasuk
kewenangan Hakim) teraktualisasikan sejak dibuatnya Magna
Charta pada tahun 1215, yaitu pada ketentuan Angka 39 yang
menjamin perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan,
penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari
perlindungan  hukum/undang-undang, kecuali ada putusan
pengadilan yang sah. Kemudian diikuti oleh Bill of Rights pada
tahun 1628 dan Inggris melalui Habeas Corpus Act pada tahun
1679. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan

dalam Declaration of Independence (1776) di Amerika Serikat yang

22 Putera Astomo, 2018, limu Perundang-undangan : Teori dan Praktik di Indonesia, PT.
RajaGrafindo Persada, Depok, him. 12
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menyebutkan bahwa tiada seorangpun boleh dituntut atau
ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Inilah yang akhirnya dibawa
ke Perancis mengenai “tiada orang yang dapat dipidana selain atas
kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya” dalam
Declaration des droits de 'homme et de citoyens (1789) dan Code
Penal (pernyataan tentang Hak Asasi Manusia dan warga Negara)
sebagai produk Assemble Nationale (panitia pembaharuan hukum
pidana) yang diprakarsai oleh Raja Louis XVI sehingga asas
legalitas mempunyai bobot begitu besar dan dijadikan sebagai
pangkal tolak dalam menentukan arah pembaharuan hukum pidana.
Gagasan tersebut akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk

Belanda.?3

Berkaitan dengan prinsip non retroaktif, Glanville William
menyebutkan bahwa prinsip non retroaktif (non retroactivity
principle) pertama kali terbentuk dalam Pasal 8 Deklarasi Perancis
(1789), yang kemudian diadopsi dalam Konstitusi Perancis 1791
(French Constitution) dan dimasukkan dalam Pasal 4 Code Penal
Perancis dalam masa pemerintahan Napoleon (1801) yang
kemudian menjajah Belanda sehingga asas ini mendapatkan

tempat dalam Pasal 1 Wetboek v Strafrecht Nederland 1881 dan

23 Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana,
Setara Press, Malang, him. 26-32.
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kemudian dengan asas konkordansi antar Ned Indie dan Nederland

masuklah kedalam Pasal 1 W.v.S Ned 1918.24

Prinsip ini juga menjadi bagian Kode Bavarian (Bavarian
Code) 1813, ketika Von Feuerbach memperkenalkan sebuah
maksim Latin nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege yang
kemudian menjadi judul Undang-Undang Tindak Pidana Jerman
1871 dan dijamin dalam Konstitusi Weimar (Weimar Constitution).
Konsep ini kemudian diteima luas di Eropa pada akhir abad 19
dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu memperkuat kepastian
hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa,
mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah

penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh rule of law.?®

Bahkan, apabila kita menkaji lebih jauh, roh asas legalitas ini
sebenarnya terdapat dalam Perjanjian Baru yang berisi Injil, yakni
surat-surat Rasul Paulus dan surat-surat lainnya. Surat Paulus
kepada jemaat di Roma, tepatnya Roma Pasal 5 ayat (13) berbunyi,
“Sebab, sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa dunia. Tetapi
dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat.
Berdasarkan Roma Pasal 5 Ayat (13) tersebut, jika kita

menganalogikan dosa sebagai perbuatan melanggar hukum, maka

24 E. Utrecht, Op.Cit., him. 193.
25 Thohari dan A Ahsin, “Dimensi Historia Asas Retroaktif’, Kompas, Jakarta, Sabtu 19
Februari 2005. (opini).
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tidak ada perbuatan melanggar hukum sebelum ada aturan

hukumnya. 26

Menurut M. Shokry El-Dakkak, asas legalitas dalam hukum
Islam secara emplisit terdapat dalam Al-Qur’an, Surat Al-Israa’ Ayat

15, yang berbunyi :

“Siapapun yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu
adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat salah, dirinya
sendirilah yang akan menderita. Seseorag yang berdosa tidak dapat
memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menghukum sebelum

Kami mengutus seorang Rasul.”

Berdasarkan ayat tersebut, hukum Islam tidak hanya mengakui
asas legalitas, tetapi juga memberi dasar bagi asas

pertanggungjawaban pribadi dalam hukum pidana.

Demikian menurut Irman Putra Sidin (dalam penelitian
disertasinya) bahwa di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat
yang mengatur prinsip asas legalitas seperti Surat Al-Qashas Ayat

(59) yang menyatakan :

‘Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan Kkota-kota,
sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang

membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka”.

26 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, him. 14.
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Demikian pula dalam Surat An-Nissa’ Ayat (165) dikatakan :

“(Mereka kami utus) selaku Rasul-Rasul pembawa berita
gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alas an bagi

manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.”

Dari beberapa ayat tersebut, menjadi terang bahwa Islam
tidak akan memberi hukuman pada suatu kejahatan yang tidak
ditetapkan keharamannya oleh nash. Bahkan, sekalipun kejahatan
tersebut telah dilarang oleh nash, namun jika seseorang
melakukannya sebelum masuk Islam, ia tetap tidak akan dihukum.

Karena itu, Allah Swt. Berfirman :

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka
berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni
mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu” (QS. Al-Anfal:

38)

Ini menunjukkan bahwa Islam menganut asas non retroaktif,
sehingga dikenal kaedah “tidak ada hukum sebelum ada ketentuan
syara”. Dalam Islam, sanksi hanya akan diberikan kepada seorang
hamba setelah hamba tersebut mendapat peringatan atau ia
dihukum berdasarkan aturan yang jelas. Hal ini juga sejalan dengan
prinsip yang dianut oleh hukum positif. Dalam istilah lain, disebut
nullum crimen sine lege, artinya tidak ada kejahatan kecuali sesuai

dengan hukum. Disamping itu terdapat prinsip nulla poena sine lege

32



yang berarti tidak ada hukuman kecuali sesuai dengan hukum (yang
saat itu berlaku). Dalam doktrin hukum, hal ini dirumuskan sebagai
asas legalitas yang menjadi salah satu pilar dari hukum yang
berkeadilan (rule of law). Akan tetapi asas legalitas dalam arti
seorang hamba tidak dikenai hukuman sebelum datangnya wahyu,
yang dari lahir asas non retroaktif, bukanlah satu-satunya pendapat

yang diterima dikalangan penganut Islam.?’

Kembali pada sejarah asas legalitas, dalam perkembangan
selanjutnya asas ini mulai diadaptasi oleh beberapa Negara. Terkait
adaptasi tersebut, Hazewinkel Suringa memberikan pendapat

sebagai berikut :

“Het principe van ons art.1 is in de meeste codificaties der
19e eeuw opgenomen: in de 20e is het in sommige landen weer
prijsgegeven. Zo heft in 1926 Rusland, in 1935 Duitsland dit
palladium van individuele rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
vernietigd, in zoverre, dat de straf rechter tot taak kreeg de
gedrangingen niet slechts aan de delictsformules te toetsen,
maarook aan de sociale gevaarlijkheid, met als maatstraf het
gezonde volksgevoelen. Analogische wetstoepassing werd

onbeperkt toegestaan.?8

27 Andi Irmanputra Sidin, Op.Cit, him. 219-221.
28 Hazewinkel Suringa, 1953, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht,
H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. — Haarlem, p. 275-276.
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Artinya : Prinsip dari Pasal 1 dimuat dalam konstitusi pada abad ke-
19; dalam abad ke-20 di beberapa negara asas tersebut dilepas. Di
Ruasia pada tahun 1926, di Jerman pada tahun 1935 atas
kepastian dan persamaan individu dihapus, selama Hakim pidana
menilai perbuatan-perbuatan tidak saja dari rumusan delik, tetapi
juga dari pandangan masyarakat (apakah perbuatan tersebut
membahayakan masyarakat dengan akibat yang ditimbulkan).
Penerapan undang-undang dengan dengan analogi dalam hal

tertentu diperbolehkan).

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada
tahun 1933, ketika Jerman memperkenalkan Lex van der Lubbe.
Marines van der Lubbe adalah seorang Belanda yang diyakini
sebagai kaki tangan komunis dan membakar Reichtstaatgebouw
pada tanggal 27 Februari 1933. Pada tanggal 23 Maret 1933,
pemerintah  nasional sosialis (NAZI) Jerman kemudian
mengeluarkan undang-undang, yang diberlakukan surut sampai
pada tanggal 31 Januari 1933, dengan maksud agar peristiwa itu
dapat diadili menggunakan hukum acara dalam undang-undang
tersebut.?® Sedangkan di Belanda, asas legalitas diberlakukan
setelah perang dunia kedua berakhir tepatnya pada tahun 1945.

Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan Besluit Buitengewoon

29 E. Utrecht, Op.Cit, him. 197. Bandingkan dengan Bambang Poernomo, Op.Cit, him. 71.
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Strafrecht (BBS) atau ketetapan hukum pidana luar biasa yang
memberlakukan surut hukum acara tentang delik terhadap
keamanan negara sejak tanggal 22 Desember 1943. Dalam Pasal
3, Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) menetapkan Pasal 1
KUHP tidak berlaku bagi penetapan, sebagaimana yang diatur

dalam Ketetapan London. 3°

Adapun di Indonesia sendiri, pada zaman pemerintah
kolonial Hindia Belanda, asas legalitas pernah dikesampingkan
dengan diberlakukannya Brisbane Ordonantie. Brisbane adalah
kota kecil di Australia yang digunakan oleh pemerintah kolonial
Hindia Belanda untuk melarikan diri dari kejaran bala tentara
Jepang (Dai Nippon) agar mereka bias terus melanggengkan
kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di sana selama
peran dunia kedua. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu,
pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad yang
kemudian dikenal dengan nama S. 45-135 atau disebut Brisbane

Ordonantie.3!

30 Ch.J., Enshede, 2002, Beginselen Van Strafrecht, Kluwer, Deventer, him. 27.

31 J.E. Sahetapy, 2003, Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang, KHN Nesletter, him. 20-21.
Secara lengkap bunyi pertimbangan dan Pasal 18 dalam Brisbane Ordonanntie adalah
sebagai berikut: "Vastelling van Tijdelijke Buitengewone Bepalingen van Strafrecht".
(Ord.v. 22 Sept. 1945.) S. 45 — 135 (jwg: 7 Oct. 1945) (Toelichting in Bb. 15046) Consid.:
Dat Hij, overwegende dat het in het belang van de veiligheid van den Staat dringend
noodzakelijk is eenige aanvullingen en wijzigingen in het wetb.v.Strafr. aan to brengen
alsmede daarnast tijdelijk buitengewone bepalingen van strafrecht vast te stellen voor de
berechting van zekere gedurende den tijd van den huidigen oorlog en de perioede
onmiddelijk daarop volgende beganefeiten, welke in zoo ernstige mate strafwaardig zijn,
dat hun straftaarheid daarmede in overeenstemming dient to worden gebracht, zonder dat
een beroep op het bepaalde in art. 1 van het Wetb.v. strafr. Bij die berechting dient to

35



Perihal sejarah perkembangan asas legalitas dalam hukum
pidana, penulis setuju dengan pendapat Bambang Poernomo
bahwa dengan segala faktor yang mempengaruhinya, terdapat
empat macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas.
Pertama, asas legalitas hukum pidana yang bertitik berat pada
perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan
hukum. Adagium yang dipakai oleh ajaran ini, menurut G.W. Paton,
adalah nulla peona sine lege. Perlindungan individu diwujudkan
dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan

perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang.

Kedua, asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada dasar
dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum
pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Adagium
yang dipakai oieh ajaran ini adalah ciptaan Feuerbach : nullum
delictum, nulla peona sine praevia lege poenali. Ketiga, asas
legalitas hukum pidana bertitik berat tidak hanya pada ketentuan
tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan
tersebut, tetapi juga pada ancaman pidananya, agar penguasa tidak

sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.

worden toegelaten. Selanjutnya Pasal 18 Brisbane Ordonanntie berbunyi, "Het bepaalde
an art. 1 van het Wetb.v. Strafr. Wordt voor wat betreft de toepassing van deze ord.
Buiten werking gesteld".
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Keempat, asas legalitas hukum pidana bertitik berat pada
perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Asas legalitas
di sini bukan hanya didasarkan pada kejahatan yang ditetapkan
oleh undang-undang saja, akan tetapi didasarkan pada ketentuan
hukum vyang berdasarkan ukurannya dapat membahayakan
masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin ada suatu perbuatan
jahat yang timbul kemudian dapat meloloskan diri dari tuntutan
hukurn. Dengan mengutip pendapat Paton, Bambang Poernomo
menyatakan bahwa adagium yang dipakai di sini adalah nullum

crimen sine poena.??

b. Berbagai Penafsiran Tentang Makna yang

Terkandung dalam Asas Legalitas

J.E. Jonkers mendefinisikan asas legalitas, sebagai berikut :

“Het eerste lid van het eerste artikel van het W.v.S., dat inhoudt, dat
geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan

voorafgeganewettelijke strafbepaling, is een beginsel — artikel.”

Pada intinya Jonkers berpendapat bahwa menurut Pasal 1 Ayat (1)
KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas
kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan
dilakukan. Mengingat betapa pentingnya asas legalitas, sehingga

berbeda dengan asas lainnya, asas legalitas ini dituangkan secara

32 Bambang Poernomo. Op.Cit, him. 71-73.
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eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai definisi
asas legalitas tersebut, kiranya terdapat kesamaan pandangan
diantara kalangan para ahli seperti T.J. Noyon, Ch. J. Enschede,
J.E. Jonkers, W.P.J. Pompe, D. Simsons, VOS, Van Bemmelen,
dan Van Hattum, begitupun ahli hukum tanah air seperti Moeljatno,

pada intinya memberikan definisi sebagai berikut :

“Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan
ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih

dahulu”. 33

Setelah mendefinisikan asas legalitas, yang selanjutnya
penting untuk diulas adalah makna yang terkandung dalam asas
legalitas. Sebagaimana penjelasan penulis sebelumnya, bahwa
mengenai definisi asas legalitas terdapat kesamaan pendefinisian
antara para ahli hukum, tetapi perihal makna yang terkandung
dalam asas legalitas, terdapat banyak perdebaan pendapat di

kalangan ahli hukum.

Menurut Enschede, hanya terdapat 2 (dua) makna yang

terkandungan dalam asas legalitas, yaitu :

Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur
dalam perundang-undangan pidana (...wil een feit strafbaar zijn, dan

moet het vallen order een wettelijke strafbepaling...). Kedua,

33 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, him. 19

38



kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut (...zo’n
strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben...).3* Makna
asas legalitas yang dikemukakan oleh Enschede ini sama dengan
yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu bahwa sanksi
pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa

ketentuan pidana tersebut tidak boleh berlaku surut.

Pendapat yang hampir serupa dengan Enschede dan
Wirjono  Prodjodikoro  berasal dari Sudarto, yang juga
mengemukakan dua prinsip yang terkandung dalam asas legalitas.
Pertama, bahwa suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-
undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Sudarto
juga menambahkan bahwa dari makna pertama terdapat dua
konsekuensi , yaitu perbuatan seseorang yang tidak tercantum
dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat
dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat
suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari
makna yang kedua adalah tidak boleh berlaku surutnya hukum

pidana.®®

34 Ch.J. Enschede, Op.Cit, him. 26.
35 Eddy O.S Hiariej, Op.Cit, him. 24-25.
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Makna asas legalitas juga dikemukaan Jan Remmelink,
bahwa terdapat 3 (ti ga) makna yang terjandung dalam asas
legalitas. Pertama, konsep perundang-undangan, yang diandaikan
dalam ketentuan Pasal 1 KUHP, yang menurutnya tidak hanya
perundang-undangan dalam arti formil saja yang dapat memberikan
pengaturan, tetapi menunjuk pada semua produk legislatif yang
mencakup pemahaman bahwa pidana ditetapkan secara legitimate,
termasuk didalamnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah
daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau

kotamadya.

Kedua, undang-undang yang dirumuskan secara terperinci
dan cermat atau lex certa. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah
bestimmtheitsgebot. Ketiga, perihal analogi. Pada asas legalitas
juga terkadung makna larangan untuk menetapkan ketentuan

pidana secara analogis.3®

Sementara itu, menurut Groenhuijsen seperti yang dikutip
Komariah Emong Sapardjaja, ada 4 (empat) makna yang
terkandung dalam asas legalitas. Dua dari yang pertama ditujukan
kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan
pedoman bagi Hakim. Pertama, pembuat undang-undang tidak

boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.

36 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him. 357-359.
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Kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam
rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, Hakim dilarang
menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana
didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang menerapkan

analogi.®’

Makna yang terkandung dalam asas legalitas lebih rinci
dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, yang
menegaskan adanya tujuh aspek dari asas legalitas. Pertama,
seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan
pidana menurut undang-undang. Kedua, tidak ada penerapan
undang-undang pidana berdasarkan analogi. Ketiga, seseorang
tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Keempat, tidak
boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (lex certa). Kelima,
tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pemidanaan (prinsip non
retroaktif). Keenam, tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan
oleh undang-undang. Ketujuh, penuntutan pidana hanya boleh
dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.®®
Artinya, seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai

pelaksanaan putusan, haruslah didasarkan pada undang-undang.

37 Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam

Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam

Yurisprudensi), Penerbit Alumni Bandung, Bandung, him. 5-6.

38 D. Schffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Diterjemahkan oleh

J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, him. 6-14.

41



Di sini, undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang

dalam arti formal.

Adapun menurut Eddy O.S. Hiariej berkaitan dengan makna
asas legalitas, sesungguhnya hanya ada tiga makna yang
terkandung di dalamnya. Pertama, ketentuan pidana yang berisi
perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus ditulis dalam
peraturan perundang-undangan. Kedua, seseorang tidak dapat
dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Ketiga,
pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan surut suatu

ketentuan pemidanaan.3®

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Enschede,
Wirjono, Sudarto, Groenhuijsen, Schaffmeister, Keijzer dan
Sutorius, serta Remmelink, jelaslah bahwa asas legalitas dalam
hukum pidana dapat dibedakan dalam hukum pidana material dan
hukum pidana formal. Oleh karena itu, asas ini mempunyai dua
fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi
melindungi dapat diartikan bahwa undang-undang pidana
melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah yang tanpa

batas. Sedangkan fungsi instrumentasi dapat diartikan bahwa

39 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, him. 27.
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dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksana

kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.*°

Asas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari
perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, tapi dirasa kurang efektif
bagi penegak hukum dalam merespons pesatnya perkembangan
kejahatan dan hal ini dianggap sebagian ahli sebagai kelemahan
mendasar. Oleh karena itu, Utrecht (1966) mengatakan bahwa asas
legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif,
karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang
sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum datam
peraturan perundang-undangan. Jadi, paradigma yang dianut asas
ini adalah konsep mala in prohibita (suatu perbuatan dianggap
kejahatan karena adanya peraturan). bukan mala in se (suatu

perbuatan dianggap kejahatan karena tercela).*!

Dengan kelemahan asas legalitas tersebut, beberapa ahli
menganggap perlu dimungkinkannya penerapan asas retroaktif
minimal untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yaitu mencegah
terulangnya kembali perbuatan yang sama, mencegah terjadinya
impunitas pelaku kejahatan, dan mencegah terjadinya kekosongan
hukum, dan yang paling utama ialah mencegah tercederainya Hak

Asasi Manusia yang menjadi original intent lahirnya asas legalitas itu

40 D. Schffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, Op.Cit, him. 4.
41 Thohari dan A Ahsin, Loc.Cit.
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sendiri. Dengan alasan-alasan tersebut, asas legalitas yang sering
mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan .realitas yang
semakin berkembang, dapat disimpangi secara selektif. Menurut
Marie Tuma, asas retroaktif dapat diberlakukan terhadap situasi
yang menghancurkan manusia apalagi jika kekacauan tersebut

dilakukan oleh organ pemerintah.4?

Tentang mala in se dan mala prohibita diuraikan
Blackstone yang membedakan antara kewajiban alamiah dan
kewajiban positif. Dalam hal kewajiban alamiah dan kejahatan
alamiah disebut mala in se. Disini manusia terikat dengan nurani
karena diikat oleh hukum-hukum tertinggi, sebelum hukum-hukum
manusia ada, untuk melakukan yang satu dan menghindari yang
lain (perintah dan larangan). Dalam hubungan dengan hukum-
hukum yang melarang kewajiban positif dan melarang yang
demikian bukanlah mala in se melainkan mala prohibita saja,
tanpa campur aduk kesalahan moral yang menghubungkan suatu

hukuman kepada ketidakpatuhan.*?

Erik Luna dalam artikelnya Principled Enforcement of Penal

Codes memberikan catatan penting, bahwa :

"Malum in se crimes are said to be “wrong with themselves”

or ‘inherently evil,” being intrinsically dangerous or injurious.

42 |bid.
43 Hans Kelsen, Teori Hukum..., Op.Cit, him. 51.
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Malum prohibitum offenses, in contrast, are not deemed criminal
pursuant to an external moral standard but are banned to further
some social goal or regulate the general welfare. (Stave v.
Hertzog)... “A crime which is malum in se is defined as an act
which is... “naturally evil, such as murder, rape, arson, burglary,
and larceny’... A crime which is malum prohibitum is one
prohibited by statute... “although no marl turpitude or dereliction

may attach.”...)*

Adapun Hans Kelsen menilai, bahwa pembuat undang-
undang harus menilai suatu perbuatan tertentu yang
membahayakan masyarakat, karena suatu perbuatan adalah
malum untuk meletakan padanya sebuah sanksi. Namun
demikian, sebelum sanksi itu diberikan, perbuatan tersebut
bukanlah malum menurut pengertian hukum atau disebut delik.
Tidak ada mala in se, yang ada hanya mala prohibita karena suatu
perbuatan adalah malum atau delik jika perbuatan ini prohibitum
atau dilarang. Ini merupakan konsekuensi dari asas umum hukum

pidana yaitu nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege.*

Kelsen menyebut asas legalitas merupakan ungkapan

positivism hukum dalam hukum pidana, yang juga terdapat dalam

44 Erik Luna, 2000, Principled Enforcement of Penal Codes, Buffalo Criminal Law Review
Vol. 4-515 (New York : University of New York, Buffalo School of Law), p. 525-526.
45 Hans Kelsen, Teori Hukum..., Loc.Cit.
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hukum perdata sepanjang menyangkut delik dan sanksi perdata.
Asas tersebut mengartikan bahwa perbuatan manusia dipandang
sebagai delik hanya jika suatu norma hukum positif meletakan

suatu sanksi sebagai konsekuensi kondisi perbuatan tersebut.*

Prinsip legalitas dalam hukum pidana terdiri dari berbagai
bentuk yaitu penyelidikan (investigation), penuntutan
(persecution), pengadilan (trial), dan eksekusi (the execution of
judgement).#’” Beccaria menyatakan bahwa hukuman yang
diberikan kepada kejahatan oleh hukum dan legislator memiliki
hak khusus, sejak mewakili masyarakat yang ada dengan basis
persetujuan sosial. Hakim yang menjadi anggota masyarakat tidak
dapat menentukan jenis hukum diluar yang disetujii masyarakat.
Dari teori tersebut dapat dipahami, dalam menyelesaikan perkara,
penegak hukum khususnya Hakim haruslah menjadikan
pemenuhan hak individu dari masyarakat sebagai prioritas utama
agar menjaga semua prosedur hukum yang dilakukan sesuai

dengan undang-undang sebagai basis persetujuan sosial.

Sebagaimana telah penulis paparkan pada poin
sebelumnya, bahwa pencetus awal asas legalitas yaitu Von
Feuerbach. Dapat dilihat pada teorinya yang dikenal dengan teori

“von psychologischen zwang” yang menganjurkan agar dalam

46 |bid.

47 Jafar Habidzadeh, The Legality Principle of Crimes and Punishments in The Iranian
Legal System, Global Jurist Topics, Vol. 5, Issue 1 2005 Article 1, The Berkeley Electronic
Press (bepress). http:www.bepress.com/gj, Berkeley, U.S.A.
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menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan
bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan
dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang
diancamkan. Dengan demikian, orang yang akan berbuat jahat
telah mengetahui ancaman pidana yang akan dijatuhkan,
sehingga dalam batinnya (psyche-nya) akan terjadi tekanan untuk
tak berbuat jahat. Andaipun orang tersebut tetap melakukan
perbuatan jahat, maka pidana yang dijatuhkan padanya dipandang
telah disetujuinya sendiri terlebih dahulu.*® Jika dipahami secara
limitatif, teori tersebut menunjukkan bahwa sejatinya prinsip non
retroaktif yang terkandung dalam asas legalitas hanya berlaku
pada pidana materiil yaitu meliputi kriminalisasi dan pemberatan,

namun tidak berlaku pada hukum formil.

Menurut H.L.Packer dalam bukunya The Limits of Criminal

Sanction (1968) bahwa.

“The rationale behind the principle of legality is twofold:
dettterrence and legal protection. This is the well known difference
between the instrumental and the protective finstions of the
(criminal) law, or in other word : between crime control and due

process.™?

48 Moeljatno, Op.Cit, him. 25
49 Roelov Haveman, 2002, The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia, PT.
Tatanusa, Jakarta, him. 49.
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Roelov H. Haveman menjelaskan kedua argumentasi

Packer diatas sebagai berikut :

Pertama, Haveman mengutip teori psyche Feurbach alasan
prinsip legalitas yaitu pencegahan (deterrent). Kedua,
dijelaskaanya dengan berangkat dengan teori separation of power
Montesque dengan tiga cabang kekuasaan, kekuasaan yudikatif
dengan adagium tetntang Hakim dari Montesque “a juge est la
bouche qui pronounce les paroles de la loi”, bahwa Hakim adalah
‘the mouth that pronounces the word of the law”, yang artinya
bahwa Hakim adalah mulut yang mengucapkan kata undang-
undang. Jadi menurut Haveman, bahwa aspek kedua dari prinsip
legalitas Parke diatas adalah untuk membatasi kekuasaan Negara

dalam proses penegakkan hukum.

Allan B. Morrison dalam bukunya Fundamentals of
American Law (1996) ada empat aspek dalam prinsip legalitas
yaitu “law, retroactivity, lex certa dan analogy” yang kesemuanya
diaplikasikan lebih ketat. Keernpat aspek ini tidak memiliki
kekuatan sendiri-sendiri melainkan gabungan atau kombinasi dari
keempatnya memberikan pemahaman yang tepat akan prinsip
legalitas. Amerika telah mengadopsi ide civil law dengan
menegaskannya dalam konstitusinya, dan sebagai
konsekuensinya maka berlaku due process, dan tindak pidana

harus tertulis, available and sufficiently definite dan larangan
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hukum yang berlaku surut. M Cherif Bassiouni dan Peter Manikas
dalam bukunya The Law of the International Tribunal for the
Former Yugoslavia (1996) menyatakan bahwa analogi tidak
dilarang secara ketat hanya dapat digunakan dalam batasan-

batasan tertentu.

Sebagaimana telah penulis paparkan pada poin sebelumnya
bahwa asas legalitas dalam arti seorang hamba tidak dikenai
hukuman sebelum datangnya wahyu, yang dari lahir asas non
retroaktif, bukanlah satu-satunya pendapat yang diterima
dikalangan penganut Islam. Dalam sejarah aliran-aliran kalam
(tarikh al-milal wa al-nihal) dikenal adanya pandangan yang
mengatakan bahwa sekalipun wahyu belum diturunkan, seorang
hamba tetap dikenai sanksi atas “kejahatan-kejahatan” yang
dilakukannya.®® Mu'tazilah adalah aliran yang menganut paham ini.
Bagi mereka, akal dapat menentukan perbuatan baik dan buruk,
dan dapat pula mengetahui perintah dan larangan. Singkatnya, ada
yang disebut kebaikan dan keburukan rasional, dan ada pula
imperatif-imperatif rasional. Jika suatu kewajiban rasional
dilaksanakan, maka pelakunya mendapat pahala (rasional), dan jika
dia melanggar larangan-larangan, maka dia akan mendapat siksa.

Dengan kata lain, sekalipun wahyu belum turun, tetap ada aturan-

50 Rachmat Syafei, Ceramah : “Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 21 September, 2002.
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aturan yang harus dipatuhi, dan aturan-aturan itu didasarkan atas

akal. Pandangan ini didukung oleh Abdullah Darraz.5!

Dalam disertasinya, Dustur Al-Akhlag fi Al-Qur'an, Darraz
menambahi argumen Mu'tazilah dengan menegaskan bahwa,
hampir semua ayat yang berisi perintah dan larang, selalu
dikembalikan pertimbangannya pada akal dan hati nurani manusia.
Ungkapan-ungkapan yang berbunyi “Tidakkan kamu berpikir’
‘Apakah kamu tidak mempunyai akal?” “Tidakkah kamu
mengetahui?” yang menjadi penutup berbagai ayat yang berisi
perintah dan larangan, mengisyaratkan adanya pertimbangan akal
dalam menetapkannya. Pandangan seperti ini, menurut Abdullah
Darraz, mirip dengan teori “moral imperatif’ yang diperkenalkan oleh

Emmanuel Kant.52

Agaknya, melalui pandangan Mu'tazilah dan
pengembangannya di tangan Darraz di atas, asas retroaktif dapat
menemukan pijaknnya. Dengan begitu, sesungguhnya Islam
mengenal dan mengakui kedua asas tersebut secara luas. Akan
tetapi, dominasi suatu aliran atas aliran lainnya, kadangkadang
membuat suatu pandangan menjadi terlupakan, bahkan mungkin
saja lenyap dari peredaran.>® Pelarangan berlaku surut dalam

hukum pidana juga berhubungan dengan prinsip peradilan jujur

51 |bid.
52 |bid.
53 |bid.
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sebagaimana dinyatakan oleh Rhoda K.M.Smith bahwa pelarangan
pembuatan hukum pidana yang berlaku surut berhubungan dengan
hak setiap orang atas peradilan yang jujur dan netral dimana
kepastian hukum bahwa tindak pidana didefiniskan dan ditentukan

dalam undang-undang.%*

Glanville Williams menyatakan bahwa principle of non
retroactivity berhubungan dengan teori penghukuman retributive
(the retributive theory of punishment), yang berlawanan dengan
teori pencegahan (the deterrent theory). Jika penghukuman
dilakukan untuk mencegah kejahatan kedepan, undang-undang
baru (new laws) dapat diterapkan secara prospektif (prospectively).
Jika kejahatan  sebelumnya diharapkan dihukum maka
penghukuman tak akan berguna sebagai pencegahan (useless as a
deterrent). Bagaimanapun jika penghukuman dipandang sebagai
pembalasan sosial bagi yang melakukan pelanggaran moralitas
(society's retribution for moral wrong doing), maka retroaktif dapat
dibenarkan. William kemudian menyatakan bahwa penerimaan
hukum berlaku surut dalam penghukuman vyang sifatnya
pembalasan (retributive punishment) tidak berarti bahwa hukum
retrospektif menjadi kebutuhan sebagai sebuah prinsip umum. Para
ahli pendukung retrospektif hanya berpendapat bahwa pembuatan

hukum berlaku surut dalam situasi tertentu yaitu dimana tindakan

54 Rhoda K.M. Smith, 2003, International Human Rights, Oxford University Press, New
York, p. 252.
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pelaku kesalahan atau pembiarannya seacara moralitas adalah
salah meski sah pada saat itu dilakukan, ketika keluar dari batasan

hukum alam (transgressed the natural law).

James Popple sendiri juga menguraikan bahwa prinsip
larangan hukum berlaku surut berhubungan dekat dengan prinsip
ketidaktahuan hukum bukan alasan pemaaf (ignorance of the law is
no excuse, ignorantia juris non excusat), karena prinsip ini
bergantung pada kemampuan mengetahui hukum sebagai
justifikasi. Undang-undang yang berlaku surut tidak dapat diketahui
ketika itu bahwa saat ini sudah bukan lagi merupakan tindaka
hukum atau dibolehkan. Secara jelas, penerapan maksim ignorantia
juris non excusat dalam situasi tersebut tidak berimbang (infair)..
Hukum yang berlaku surut berarti bahwa sesorang yang memiliki
pengetahuan tentang hukum yang kemudian mengabaikan
kitadaksahihan (ilegality) tindakannya karena tidak menimbang
terlebih dahulu hingga hukum yang berlaku surut it dibuat. Oleh
karenanya undang-undang yang berlaku surut berbeda denga

prinsip ignorantia juris non excusat.

Thomas Hobbes menyatakan tiada hukum yang dibuat
setelah suatu perbuatan yang kemudian menyatakannya sebagai
kejahatan, “no law made after a fact done can make it a crime”
karena jika perbuatan itu bertentangan dengan hukum alam, hukum

sebelum perbuatan dan sebuah hukum positif tidak dapat
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diberlakukan sebelum hukum itu dibuat dan karenannya hukum itu
tidak menjadi kewajiban hukum, namun ketika hukum yang
melarang perbuatan itu dibuat sebelum perbuatan itu lakukan atau
segera setelahnya perbuatan itu dilakukan bertangungjawab
terhadap sanksi hukum setelahnya dalam kasus ini tidak ada
hukuman yang lebih ringan dari yang ditentukan sebelumnya bukan
kerena tertulis atau sebagai peringatan karena alasan yang
berubungan dengan hukum itu baru saja dibuat sebelum didakwa
(in case no lesser penalty were made known before, neither by
writing nor by example, for the reason immediately before

alleged).>

Von Savigny memberikan pendapat yang senafas dengan
prinsip non retroaktif dalam bukunya Private International Law, and
The Retrospective Operation of Statutes (1880) menyatakan bahwa
sebuah hukum baru selalu diundangkan dengan keyakinan bahwa
hal itu lebih baik dari yang sebelumnya. Guna efektifitas hukum
baru ini dicapai dengan menyebarkan seluas mungkin atau dengan
kata lain mensosialisasikan dalam ruang yang terluas. Savigny
kemudian menjelaskan batasan otoritas dari sebuah hukum baru

terindikasi oleh prinsip non retroaktif.>®

5 Thomas Hobbes, 1998, Leviathan Chapter XXVII-XXVIII, University Adeleide Library,
Australia North Terrace.
56 James Popple dalam Irmanputra Sidin, Op.Cit, him. 230.
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Sheldon Glueek juga memberikan argumen yang senafas
dengan prinsip non retroaktif dalam War Criminal, Their Prosecution
and Punishment (1994) menyatakan bahwa secara tidak langsung
the principle of non-retroactivity adalah legitimasi yang telah
diberikan melalui by reference untuk ex post facto law-making di
Nazi Germany.%’ Menurut Carol Devine dalam analisisnya terhdap
ketentuan Pasal 11 DUHAM yang jo Pasal 13 Kovenan Hak Sipol
tentang prinsip non retroaktif bahwa sesorang yang melakukan
suatu perbuatan yang bukan tindak pidana pada saat dilakukaknnya
tetapi Negara kemudian menggolongkannya sebagai tindak pidana,
maka orang tersebut tidak dapat dituntut telah melakukan tindak
pidana berdasarkan hukum yang dibuat negara tersebut.
Padanannya, bahwa sesorang yang didakwa telah melakukan
kejahatan, tidak dapat diberikan hukuman yang lebih berat daripada
hukum yang telah ada saat kejahatan tersebut dilakukannya.58 Hal
ini tidak lain didasarkan pada asas In Dubio Pro Reo yang pada
intinya menyatakan bahwa jika terjadi keragu-raguan pemberlakuan
hukum (termasuk pemberian sanksi) terhadap terdakwa, maka
sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa
termasuk prinsip lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang

bersalah, daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah.

57 Ibid.

58 Devina Carol dalam Irmanputra Sidin, Op.Cit, him. 231.

54



Dapat dikatakan bahwa asas In Dubio Pro Reo ini merupakan

penjelmaan dari fungsi asas legalitas.

c. Asas Legalitas dalam Konteks Hukum Pidana

Nasional

Jika kembali menilik sejarah, asas legalitas pertama kali
terwujud sebagai undang-undang dalam Konstitusi Amerika 1776
dan setelah itu dalam Pasal 8 Declaration de droits de 'homme et
du citoyen 1789: “nul ne peut etre puni qu’en vertu d’'une loietabile
et promulguee anterieurement au delit et legalement appliqguee®®
(Tidak ada seorangpun yang dapat dipidana berdasarkan hukum
yang disusun dan diundangkan sebelum delik tersebut diterapkan
secara legal). Selanjutnya, asas ini dimasukkan ke dalam Pasal 4
Code Penal Perancis yang disusun oleh Napolen Bonaparte, “Nulle
Contravention, nul delit, nul crime, ne peuvent etre punis de peines
qui n’ etaient pas prononcees par la loi avant qu’ils fussent
commis™® (Tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, tidak ada
kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang
ada, sebelum aturan itu diadakan terlebih dulu). Dari Code Penal
Perancis inilah asas tersebut kemudian dimasukkan dalam Pasal 1
Ayat (1) Wetboek van Strafrecht di Negeri Belanda yang dengan

tegas menyatakan, “Geen feit is srafbaar dan uit kracht van eene

59 Hazewinkel Suringa, Op.Cit, him. 275.
60 E. Utrecht, Op.Cit., him. 193.
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daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling”.®® Kemudian asas

tersebut dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Indonesia.

Di Inggris, asas legalitas ini dirumuskan oleh seorang filsuf,
Francis Bacon dalam adagium moneat lex, piusquam feriat. Artinya,
undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu
sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung didalamnya.5?
Dalam perkembangan selanjutnya di tingkat nasional, asas legalitas
ini tidak hanya dicantumkan dalam kitab undang-undang hukum
pidana masing-masing negara, namun, lebih dari itu, asas legalitas

termaktub dalam konstitusi masing-masing negara.

Pada tahun 1958, Prancis memasukkan asas legalitas dalam

konstitusinya pada Pasal 7, yang menyatakan :

“A person may be accused, arrested, or detained only in the
cases specified by law and in eccordance with the procedures which
the law provides. Those who solicit, forward, carry out or have
arbitrary orders carried out shall be punished; however, any citizen
summoned or apprehended pursuant to law must obey 